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ABSTRAK
Undang—Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) mengakui
hak publik atas informasi tapi tidak secara tegas mengatur kewajiban lembaga
publik memberikan informasi. -Undang undang KMIP tidak mempunyai
kekuatan memaksa dari masyarakat terhadap pejabat publik yang tidak melayani
permintaan  infomasi. Meskipun Undang-Undang KMIP sudah disahkan
sejak tahun 2008, ternyata masih banyak lembaga p¢meﬂnt3h9-n yang belum

mernb_uka akses informasj bagi masyarakat.
Transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang unk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transpmnsf
dalam administrasi publik mewajibkan adanya informasi yang relevan bag!
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Tatakelola Lembaga Komunikasi
Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik

masyarakat, dibuat dan disebarluaskan secara memadai dalam bentuk
yang mudah dipetgunakan. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek
pelayaﬂaﬂ publik membuat pemerintah menjadi accountable.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan
transparansi informasi publik adalah membuat Peraturan daerah (perda)
Transparansi Informasi. Dengan adanya perda, semua unsur pemda wajib
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi. Upaya lain yang dilakukan
adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan
informasi baik mengenai kegiatan pembangunan maupun pelayanan publik

melalui Kantor Humas dan Informasi.

Sampai saat ini belum ada standarisasi tentang kédudukan bagian Humas
atau informasi di pemerintah daerah /pemerintah kota di Indonesia. Perbedaan
kedudukan ini mengakibatkan belum ada aturan yang jelas dan sama untuk
pemberian pelayanan informasi publik. Bahkan penamaan lembaga informasi
atau humas untuk organisasi berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain.

Pengelola situs resmi pemerintahan daerah, dikelola oleh instansi yang
berbeda-beda. Ada yang dikelola oleh Dinas, ada yang dikelola oleh organisasi
setingkat Badan, dan ada yang dikelola oleh Kantor Pengolahan Data
Elektronik. Perbedaan tingkat kedudukan organisasi pengelola situs internet
membuat perbedaan dalam pengelolaan informasi yang dimuat di dalam situs

tersebut, sehingga terkesan tidak baku. -

Kedudukan organisasi péngelola informasi yang tidak memadai
menyebabkan berbagai informasi tidak dapat langsung dlsebar.luasl_cax.l
kepada masyarakat, karena harus melewati sejumlah jalur birokrast.

Mekanisme inilah yang memperlémbat gerak humas atau bagian ileformaa
didalam penyebaran dan menangkap informasi masyarakat. Hal inilah yang
menyebabkan adanya keluhan masyarakat mengena sulitnya mendapatkan

informas; tentang pelayanan publik.
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Tata Kelola Komunikasi

K

PENDAHULUAN

taoe Kobebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)
Undang-pn ang blik atas informasi tapi tidak tegas mengatur kewajibag
mengakul hall;kpu en:bcrikan informasi. Undang-Undang KMIP juga tidak
lembaga pu.bk kr:ataﬂ memaksa dari masyarakat terhadap Pejabat publik
memp‘}g::l meelayani permintaan infomasi. Meskipun Undang-Undang
izlr\l/[gIPusudah disahkan sejak tanggal SHHE200%, tern?rata masilh banyak
lembaga pemegintahan yang-’bel-um : mergbuka akses mforrruasmya bagi
masyarakat. b £

Semangat - uht_uk_ melakukan _transpatansi' infbrmasi publik sudah
dijalankan di _bebe;apa; daérah,_. v‘va.ilaupun'j belum dijalankan sepenuhnya
~oleh pemerintah pusat. iIID_a't‘_e; Koalisi ,I{.eb'te"be}srari_'_lnformasi per Maret 2005,

sudah ada 17 daerah'yang'telah’i memiliki Perda Transparansi yang disusun
oleh Pemda bersama DPRD. Dacrah-daerah tersebut adalah. Tanah Datar
Solok, Lebak, Baﬁdung‘; Maj éléngkﬁ,'Kébur'nen, Magelang, Bantul, Ngawi,
- Lamo’ﬁga"n,BOalcan,Bo,laaﬁgMbrigqndoiv, GoWa; Takalar, Bulukumba,
Kendari, Gorontalo, Pontianak, Manado. Sedangkan dua daerah lagi yang
masih “dalam proses pényusundn, yaitu Semarang dan Kupang, Untuk
Lebak saat ini sudah terbentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP)
yang beranggotakan rﬁasyafakat. ¢

Makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat
dua hal, Pertama, salah saty

kepada rakyat. Kedua,
pemerintahan yan

korupsi dan nepo

faii wujud pertanggungjawaban pemerintah

upaya peningkatan = manajemen pengclolzmn

g baik dan mengurangi kesempatan praktik kolust,
tisme (KIKIN),
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Tatakelola Lembaga Komunikasj
Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi publik dapat terwujud jika lembaga komunikasi
memiliki tatakelola yang baik. Tatakelola lembaga komunikasi yang baik
dapat mengoptimalkan akses informasi dari pemerintah untuk masyarakat,
Transparansi pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, akan

membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat (acconntabel) kepada
semua stakeholders dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik

TINJAUAN PUSTAKA
Tata Kelola Lembaga Komunikasi

Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan
institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan
suatu lembaga. Tata kelola juga mencakup hubungan antara berbagai
pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan lembaga.

Tata kelola adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu
aspek utama dalam tata kelola adalah aspek akuntabilitas dan tanggung
jawab. Tata kelola sebagai implementasi dan mekanisme untuk memastikan

perilakuyangbaik dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

Tata kelola komunikasi nasional sudah seharusnya menjadi prioritas
bagi lembaga pemerintah. Lembaga komunikasi merupakan lembaga
yang sangat vital sehingga perlu ditempatkan pada posisi yang strategis.
Pemerintah harus mampu mengelola komunikasi publik dengan baik.

Tata kelola lembaga komunikasi mencakup penggunaan wewenang
ekonomi, polittk dan administrasi guna mengelola urusan komunikasi
publik pada semua tingkatan. Tata kelola lembaga komunikasi mencakup
seluruh  mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan
l\'f?lompok masyarakat bisa mengutarakan kepentingan dan aspimsinyaf
Mmenggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani

Pefbedaan—pcrbedaan yang terjadi di masyarakat.
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Tata Kelola [Comunikasi

kelola lembaga komunikasi yang baik akan menjadikan 1€mbaga
celo iliki i

e i lembaga yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikgq
as

omunik ' o
kom rmasi yang optimal. Lembaga komunikasi yang bcrt"mggung

an info
pelaye? i i arus informasi dari
jawab serta memberikan pertimbangan masi dari dag Wy

masyarakat. Ada kootdinasi dan sinkronisasi antar pejabat dmngkungan

instansi pemerintah.

Tata kelola lembaga komunikasi yang baik dapat Mengoptimaligy,
akses informasi dari pemetintah untuk masyarakat. Sosialisasi Program
progam pemerintah dapat dilakukan secara sistematis. Aduan masyarakqt
sinergi komunikasi antar lembaga pemgrintah, kom'unikasi strategis terkai;
isu kontekstual yang m\lflCU_l dapat direspon pemerintah dcngan cepat
sehingga dapat mewujudkan ttansparansi informasi publik,
Transparansi Informasi Publik ~ -

Transparansi_adalah"-‘prinsip Yangrmeni\anﬁn akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk 'memPérolch 'ii}formasi ‘tentang  penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informaSi‘tentang kebijakan, proses pembuatan dan
- pelaksanaannya, §erta; hasil-hasil yang: dicapai”. “Transpatansi  berarti
“openness about policy intentions, forzyﬂétz'om and iniplementations” (Pedoman
Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, 2002).
'Asiah'Devclbpmént Bank (ADB) mendefinisikan transparansi adalah
“ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (darity)
tentang peraturan, uﬁ'da'ng-u'ndang dan keputusan pemerintah. Pengukuran
transparansi dapat dilakuka_n melalui sejumlah indikator, sepert akses pada
informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate @ timely). Data harus bebas
didapat dan siap tersedia (freely & readily available), ataran dan prosedur

yang “simple, straightforward and easy to apply” untuk mengurang perbedazn .
interpretasi khalayak. ‘
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Tatakelola Lembaga Komunikas;
Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik

Transparansi sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui dengan
jelas setiap alasan dibalik pengambilan sebuah keputusan dan tindakan.,
The Nolan Committee on Standards in Public Lsfe (UK 1995) mendefinisikan
transparansi sebagai “holders of public office should be as open as possible about all
the decisions and actions that they take. They should give reason for their decisions and
restrict tnformation only when the wider public interest clearly demands”.

Informasi dan keterbukaan mencakup : (a) memberikan fakta dan
analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan, (b) menjelaskan alasan-
alasan dari keputusan-keputusan administrasi, () membuka informasi
‘internal guidelines” tentang bagaimana cara suatu bagian dalam sebuah
lembaga publik berhubungan dengan publiknya, (d) menyediakan informasi
tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan p-rosedur—

prosedur untuk mengeluh dan mengadu, dan (¢) memenuhi permintaan

informasi khusus. (Minogue, et al., 1998)

Transparansi menuntut adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai
setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.
Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik
yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi
publik. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
mendefinisikan informasi tersebut sebagai “informasi yang berkenaan
dengan perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaiuasi program

yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan marjinal
dan perempuan pada khususnya”.

Keterbukaan seringkali membawa konsekuensi adanya kontrol yang
berlebihan dari masyarakat, bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban
akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup
kriteria yang jelas tentang jenis informasi apa saja yang dapat didistribusikan

dan pada siapa informasi akan diberikan untuk didistribusikan..
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Tata Kelola [Komunikasi

Transparansi dalam administrasi publik mengandung arti adanya informag;
relevan yang dibuat tersedia bagi masyarakat urnum dalam bentuk Yang mudah
djpcrgunakan,_regtﬂasi maupun keputusan p.cmcrmtah sangat jelas dibuat dgy,
disebarluaskan secara memadai. Transparansi adalah awal dari akuntabilitag dan

mendorong terjadinya prediktabilitas. Inefisiensi dan korupsi akan merajalela
didalam kegelapan, dan kapasitas pers untuk mengontrol maupun merubah
perilaku pemetintahan memerlukan kondisi publik yang memiliki keterse diaan
informasi tentang berbagai aktivitas pemerintahan maupun adanya standay
untuk menilai kinerja para aparat pemetintah.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik pada
akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat (accouns, bel
kepada semua stakeholders yang betkepentingan dengan berbagai proses
pengambilan kebijakan maupun kegiatan dalam sektor publik.

METODE PENELITIAN

Pendekétan kualitatif digmzkén untuk meneliti tatakelola lembaga komunikasi
dalam mewujudkan transparansi informasi publik. Peneliti bertindak sebagai

pengamat yang kemudian menjelaskan fenomena yang ada ke dalam penjabaran
yang ilmiah. Untuk memberikan pemahaman terhadap masalah yang ditelit

penclitian menekankan pada wawancara mendalam dan pengamatan langsung

di lapangan.

Pengumpulan data  dilakukan  melalui Focus Group Discussion,
wawancara mendalam dengan key informant pejabat informasi publik,

informant staf dan petugas informasi publik, masyarakat sebagai naraafrrllbﬂ
ang kaki lima,

terdiri dari berbagai profesi, seperti ibu rumah tangga, pedag e
gan

pengusaha, dan lain-lain, Studi kepustakaan dan dokumentasi, rTlcﬁl .
bahan dokumentasi pelaksanaan tata kelola lembaga lkomunikas!

mewujudkan tranparansi informasi publik.
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Tatakelola Lembaga Komunikas; ke

Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik

Peneliian mengambil 4 daerah yang sudah melaksanakan prnsip transparansi
informasi dalam tata kelola pemerintahannya. Lokasi penelitian di 4 daerah
kabupaten dan kota yang sudah memiliki maupun belum memiliki Perda
Transparansi. Kabupaten Lebak, Bantul dan Kebumen yang sudah memiliki Perda
Transparansi, Kotamadya Bandung sedang menuju pada proses memiliki Perda
Transparansi.

ANALISIS
Tatakelola Lembaga Informasi.

Saat ini sedang dilakukan oleh pemda-pemkot upaya untuk melakukan
perbaikan dalam tatakelola lembaga komunikasi untuk mewujudkan
transparansi informasi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan
membuat Perda Transparansi Informasi bekerja sama dengan DPRD.
Kabupaten Lebak, Kebumen dan Bantul saat ini sudah memiliki Perda
Transparansi. Dengan adanya perda ini, semua unsur pemda wajib untuk
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi ini di dalam pelaksanaan tugas
masing-masing. Perda juga membantu dalam memahami bagaimana proses
transparansi itu seharusnya dilaksanakan, artinya, dengan adanya perda,
ada petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih jelas bagi lembaga komunikasi

dalam mewujudkan transparansi informasi.

Selain melalui Peraturan Daerah, usaha juga dilakukan dengan membentuk
dan memperbaiki pelayanan informasi publik melalui pelaksana kerja, Kepala
Kantor Humas dan Informasi Kabupaten Bantul menjadi salah satu contoh
yang patut diteladani karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak
pers yang membutuhkan informasi baik mengenai kegiatan pembangunan
maupun pelayanan publik di daerah Kabupaten tersebut. Kepala Bagian
Humas Pemda Bantul, Bapak Bambang Legowo, selalu siap memberikan
informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal, tanpa
melewati prosedur birokrasi yang dan tanpa batasan waktu.
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Tata Kelola Komunikasi

aransi informasi yang dilakflkal:l ol.eh Pem(?a Kabupate-n

Proses traﬂSPr berbagai media komunikasi yaitu media massa, baj)
Bantul rr.lcnggunakari;etak dan media nirmassa. Media massa elektronik
clcktro.mk maupuglalah radio dan tv. Ada sejumlah program siaran melalyj
yang chgunakzi aun swasta yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Banty],
E:;)le;Ig:n przgram siaran dialog inteaktif bc-rjudul Taman Gapusan
yang disiarkan setiap minggu melalui TVRI Stasmr.l Yogya. Untuk media
massa cetak digﬁnakan majalah bulanan atau bulletin tentang pelaksanaan
pemerintahan yang disebarluaskan ke berl?agai pihak di kabupaten Bantul,
bahkan sampai ke tingkat desa dan LSM Media massa lain yang juga
digunakan oleh k_eemp;at_ daerah tersebut adalah situs di internet.

Untuk  media - nitmassa, pémda‘ Kabupaten Bantul menggunakan
berbagai ‘macam jenis media komunikasi, seperti pameran pembangunan
yang dilaksanakan setiap tahun, brosur dan 1eaﬂetryang berisikan informas
tentang Bantul secara umum, siaran mobil keliling '

sebagai alat penyebarluasan
informasi jika ada hal-hal yang penting untuk diketahui publik. |
Pemda Kabupaten Bandung,

Kebumen juga sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip transparansi
informasi dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Bidang Komunikasi
Pemda Kabupaten Kebumen, Bapak Drajat me

berbagai media komunikasi massa dan nirmassa dal

Kabupaten Lebak dan kabupaten

negaskan penggunaan

am proses sosialisasi dan
penyebarluasan informasi-tentang pelaksanaan pemerintahan. Begitu juga

di Kota Bandung dan Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak saat ini sudah
tetbentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang beranggotakan

masyarakat. Beberapa daerah tersebut APBD dapat diakses dan sidang di
DPRD terbuka untuk umum.

Walaupun sudah mulaj dilaksanakan, ada beberapa catatan yan8

. h-
berhubungan dengan pelaksanaan transparansi secara umum di daerd
daerah yaitu ;
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Tatakelola Lembaga Komunikasj
Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik

Sampai saatini belum ada standarisas; tentang kedudukan bagian Humas
atau bidang informasi lain dj pemda/pemkot di Indonesia. Kedudukan
petugas informasi maupun penamaan untuk organisasi mereka berbeda
dari satu daerah ke daerah yang lain.

Untuk Kabupaten Bantul, posisi humas adalah sebagai Kantor Humas
dan Informasi, yang berada langsung dibawah Bupati, tetapi mulai tahun 2009,
kedudukannya berubah, menjadi Bagian Humas yang berada di bawah Sekda,
atau satu tingkat dibawah kedudukan semula, sehingga tidak bertanggung
jawab secara langsung kepada Bupati. Berbagai informasi yang pada awalnya
dapat langsung disebarluaskan kepada media massa dan masyarakat, sekarang
~ harus melewati sejumlah jalur birokrasi, ini memperlambat gerak Humas
didalam penyebaran maupun menangkap informasi dari masyarakat.

Untuk Kabupaten Kebumen, kedudukan Humas berada di bawah
Dinas Inforkomtelematika. Humas menjadi salah satu Sie dari Bidang
Komunikasi, yang berada dibawah Dinas. Untuk Kota Bandung, kedudukan
humas berada di dalam struktur organisasi Badan Komunikasi dan
Informatika. Ini menunjukkan posisi Humas lebih rendah dibandingkan
dengan Kabupaten Bantul. Struktur yang sangat rendah, berada dalam
posisi dibawah dalam struktur organisasi pemda jelas .akan membuat
gerak Humas sangat dibatasi. Perbedaan kedudukan ini mengakibatkan
belum ada aturan yang jelas dan sama untuk kedudukan humas di dalam
pemerintahan daerah. Hal ini menuntut dukungan dari pemerintah pusat
untuk melakukan reformasi birokrasi, sehingga tugas pokok dan fungsi

humas akan berada sama pada setiap struktur organisasi pemerintahan.

Pengelola situs resmi milik pemerintahan daerah, dikelolg oleh instansi
yang berbeda-beda. Ada yang dikelola oleh Dinas, ada yang dikelola oleh
organisasi setingkat Badan, dan ada yang dikelola oleh Kantor Pengolahan

Data Elektronik. Perbedaan tingkat kedudukan organisasi per.lgelola
situs internet membuat perbedaan dalam pengelolaan informasi yang
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Tata Kelola Komunikasi

m situs tersebut, sehingga terkesan tidak baku. Hal jpj ielas

. di dala .
dimuat ktur organisasi humas yang berbeda-beda dgay;

berhubungan dengan Strd
satu pemda ke pemda Jainnya.

Pelaksanaan Indikator Transparansi Informasi Publik.

Prinsip transparasi informasi publik paling tidak dapat diukur mela]y;
sejumlah indikator sepert :

mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standatisasi dari semuyg

proses-proses pelayanan publik

mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam
sektor publik.

mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi
maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.
Catatan dari Asian Development Bank (ADB) menguraikan beberapa
kategori informasi yang harus disediakan oleh pemerintah bagi publik,
yang mencakup :

informasi tentang pemerintah sebagai pemilik data — catatan apa saja yang
dimiliki dan bagaimana menjamin keakuratan catatan tersebut.

lrfformasi tentang pemerintahan sebagai sebuah bisnis — apa saja yang telah

dikeluarkan, berapa biayanya, mengapa dan apa hasilnya.

Informasi tentang pemerintah sebagﬁi penghasil pelayanan umum —

pelay'anan apa saja yang tersedia, berapa biayanya maupun kualitasnya, dan

bagaimana jaminan atag pelayanan tersebut.

: | :
Zmentara itu, Transparency International, menguraikan tentang perlu

":naﬂya atflran yang mengatur bahwa sebuah kantor pemerintahan hatus
cmpublikasikan informasi yang berhubungan dengan :

struktyr : ; :
,» fungsi dan operasi dari institusi tersebut
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kinerja yang dihasilkan
rancangan akses

prosedur internal yang digunakan oleh kantor tersebut

pelayanan.

dalam melakukan

Masih ada dacrah yang belum menyebarluaskan dokumen-dok
perencanaan pembangunan, termasuk propeda, Renstra, dokumen ang;;]:;
Untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati/ Walikota, keempat daerak;
mengaku sudah menyebarluaskannya melaly; media cetak, Begitupun untuk
informasi lelang, hanya kabupaten Bantul dan Kabupaten Iebak yang sudah
menyebarluaskan informasi tersebut melaluj sjtys internet dan media cetak,

sementara dua pemda yang lain hanya melalui media cetak saja. Kabupaten
Lebak malah sudah memberkan informasi terpetinci mengenai kegiatan

pelelangan barang/jasa.

Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam
sektor publik, keempat pemda telah membuat satu bagian sendid di dalam
situs mereka untuk menjadi sarana dialog warga dengan pemda. Bahkan tiga
pemda, selain ICabupaten Lebak telah menjadikan situs internet sebagai salah
satu sarana untuk mengumpulkan informasi tentang keluhan, saran maupun
krtkk dari warga terhadap pelayanan ataupun kegiatan pemerintahan.

Khusus untuk masalah perijinan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Bantul sudah lebih maju dengan membuat rincian informasi tentang
pelayanan perijinan di dalam situs internet mereka. Bahkan saat ini mereka

sudah memiliki layanan perijinan satu atap untuk mempermudah proses

Perijinan bag; warganya.

Ketiga indikator transparansi informasi ini masih belum dijalankan dengan
baik oleh pemda. Beberapa hal yang dapat disimpulkan secara singkat dari
hasil penelitian adalah sebagai berikut :
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Masih ada keluhan dari masyarakat mengenai mekanisme mendapatkan
as1

informasi tentang betbagai pelayanan publik, rnu]a.l dari tinglat yang paling
in c:irr;‘ et membuat KTP, membuat Surat Ijin Usaha, Membuyat IMB,
;C:l Tai;’l—lajn. Hal ini disebabkan karena -info-rmasi, khususnya mengeny;
pelayanan publik, sampai saat ini rnas-lh d.lkelua-rk;im oleh dinag atay
kantot teknis terkait, sehingga informasi seringkali tidak sampaj kepada
masyarakat. Informasi memang tersedia, tetapi informasi ity berada g;
dalam lingkungan teknis terkait, artinya, ketika masyarakat membutuhkan,
masyarakat harus bergerak sendiri mencari informasi tersebut ke kantor

terkait,

Petugas yang ada "Seﬁhgkali juga masih kurang terlatth di dalam
memberikan informasi, sehingga informasi yang diberikan kurang lengkap
dan kurang akurat. Selain itu, ada keluhan juga bahwa ketika ada perubahan
didalam peraturan petijinan, pihak petugas seringkali tidak menyampaikan
karena mengaku belum mendapatkan informasi terbaru.

Belum ada standa'ryar_lg'bal'{utentar_lg prdses petijinan antara daerah yang
satu dengan daerah yang lain. Masing-masing daerah membuat standar sendii
~untuk jenis perjinan, biaya, dan lama waktu penyelesaian ijin tersebut.

DISKUSI

Otoritas publik seharusnya tidak hanya menunggu sampai masyarakat
meminta informasi. Pemerintah séharuénya mengembangkan kebijakan
agar informasi yang penting disebarluaskan jauh-jauh hari sebelum
masyarakat memintanya. Tindakan proaktif ini akan lebih efekdf dan
menghemat biaya, dengan sejumlah keunggulan praktis, dibandingkan jika
pasif menunggu permintaan masyarakat.

Strategi proaktif . inj akan san

. . atau
gat berguna bagi kantor-kantor at
institusj

YT : nusia.
Institusi pemerintahan yang kekurangan sumber daya ma
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Dengan membuat informasi selalu tersedia di kantor atau tempat-tempat
publik lainnya, jumlah waktu yang harus dihabiskan oleh para staf untuk
merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat berkurang; Masyarakatpun
dapat mempelajari hak-hak mereka tanpa perlu dipaksa untuk menyadarinya.

Kampanye untuk akses informasi yang lebih besar, memerlukan perhatian
pada beberapa hal khusus  yaitu (1) manajemen kinetja aparat pemerintah yang
baik. Artinya, semua catatan mengenai kinerja aparat harus dilakukan secara
sistematik, lengkap dan saling berhubungan. (2) Petugas informasi publik yang
profesional menjadi sangat penting. Bukan untuk “memelintic” berbagai
informasi tentang kebijakan pemerintah, tetapi untuk mendistribusikan
berbagai kebijakan yang memiliki kepentingan langsung pada masyarakat dan
menjelaskan berbagai alasan dibalik pengambilan kebijakan tersebut. Petugas
informasi yang memiliki kompetensi di bidangnya akan mampu memilih
strategi dan teknik penyampaian informasi yang tepat agar informasi tersebut
diterima baik dan efektf oleh khalayak sasaran.

Pemerintah menghasilkan banyak data (mwasses of data), peraturan
maupun aturan yang dibuat juga sangat banyak dan bervariasi untuk
diketahui oleh masyarakat. Pemerintah juga memegang banyak informasi
individual maupun bisnis, mulai dari angka statistik yang vital sampai pada
pajak maupun kesehatan dan pendidikan. Lembaga pemerintahan pun
memiliki hak monopoli atas sejumlah jenis data seperti sensus penduduk,
catatan polisi maupun pertanahan, serta informasi hukum. Transparans¥
menuntut lebih dari sekedar pembuatan data secara massal atas informasi

yang ada, tetapi menuntut keinginan dari pemerintah untuk berkomunikasi

dan melakukannya secara efektif.

KESIMPULAN

. . . B, . k
Lembaga komunikasi tidak jelas dan tidak terstandarisasi karena ‘Letfa-
' i i < s1
Jelasan stukeur organisasi, tugas dan fungsi dari lembaga komunika
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tersebut. Belum ada standarisasi kedudukan lemb
di pemda/pemkot di Indonesia. penamaan |
berbeda dar satu daerah ke daerah V.

aga iﬁformasi / H‘Hnas
embaga komuﬂikasi uga

ang lain.

Pengelola informasi situs resmj milik

pemerintahan daerah, dikelol, ‘
oleh instansi yang berbeda-beda.

Ada yang dikelola oleh Dinas, o, yang
,dan ada Yyang dikelola gle}, Kanto,

perijinan, pihak petugas

yampaikan kepada masyarakat karena mengaku belum

mcnd:lp:ukan informas;j terbaru.

Mekanisme

ransparansi yang tidak jelas d
diatur olch pera

turan dan perundang-

Perundangan menyebabkan adanya
dokumen-

an terperinci karena tidak
undangan. Tidak adanya peraturan dan
dacrah yang belum menyebarluaskan
pembangunan, termasuk propeda, Renstra,

dokumen perencanaan
dokumen anggaran,

Pemda telah membuat sa

menjadi sarang dialog warga d
Pertanyaan

pelayanan
mekanism

tu bagian sendiri di dalam situsnya uﬂr:tt;l:
engan pemda. Situs tersebut mfm'fas o
“Pertanyaan publik tentang berbagai proses, kcbllaka;l -
publik. Namun masih ada keluhan dari masyarakat meng

1 TANa ubuk-
¢ mendapatkan informasj tentang berbagai pelayanan p
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Masyarakat masih kurang berperan akdf didalam mengawasi proses
transparansi informasi. Masyarakat sering tidak mengetahui informasj yang
sudah disebarluaskan oleh pemda. Bahkan sebagian besar masyarakat
tidak mengetahui adanya situs resmi milik pemda setempat, dan belum
pernah mengunjungi situs tersebut.
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